




Pasal 158 ayat (2) 

''Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 
Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil 
perhitungan perolehan suara dengan ketentuan: 

a. kabupaten/kota dengan Jumlah penduduk sampai dengan 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) Jiwa, pengajuan perselisihan perolehan
suara dilakukan Jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%
(dua persen) dari total suara sah hasil pengh1tungan suara tahap akhir
yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. kabupaten/kota dengan Jumlah penduduk lebih dari 250. 000 ( dua
ratus lima pu!uh ribu) Jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)
Jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima
persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir
yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. kabupaten/kota dengan Jumlah penduduk lebih dari 500. 000 (lima
ratus ribu) Jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu Juta) Jiwa, pengajuan
perselisihan perolehan suara dilakukan Jika terdapat perbedaan paling
banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil
penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. kabupaten/kota dengan Jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu
Juta) Jiwa, pengajuan perselisihan pero!ehan suara dilakukan Jika
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (no! koma lima
persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU
Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon dapat
mengajukan Permohonan di Mahkamah Konsitusi dengan ketentuan
sebagai berikut:

Perbedaan perolehan suara berdasarkan 
NO Jumlah Penduduk penetapan Perolehan Suara hasil 

pemilihan oleh KPU Kabupaten 

1. $ 250.000 2% 
2. > 250.000-500.000 1,5 % 
3. > 500.000-1.000.000 1 %
4 > 1.000.000 0,5 % 

3. Bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:
400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses., tanggal 18 Desember 2024 Perihal:
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Penyerahan Data jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2024 mengenai 
Statistik jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024, 

jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah sebanyak 92.850 Jiwa; 

4. Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 92.850 jiwa, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU PILKADA supaya
PEMOHON berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil perhitungan perolehan suara apabila terdapat
perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah
hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU

Kabupaten/Kota/

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024,

dinyatakan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon
adalah sebagai berikut:

No. Nama Pasangan Calon Total Perolehan Suara 

1 Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom 20.818 suara 

2 Samaun Dahlan dan Donatus 24.775 suara 
Nimbitkendik 

Total Suara Sah 45.593 suara 

6. Bahwa 2% dari suara sah yaitu 45.593 suara sah yaitu sebesar 912 suara
sah, bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara
tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan
Permohonan terdapat perbedaan suara sebesar 24.775 - 20.818 = 3.957
suara. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara PEMOHON
dengan PIHAK T ERKAIT terpaut lebih dari 912 suara/2% dari total suara
sah yaitu 3.957 suara/8.67% dari total suara sah.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas PEMOHON tidak
memiliki hak/ legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam
Pasal 158 ayat 2 huruf a UU PILKADA.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka sudah
sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan PEMOHON tidak memiliki

hak/ legal standing untuk mengajukan permohonan a quo dan
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"Pasal 40 
(1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhi0 Saksi,
Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdafta0 atau masyarakat yang
hadir pada rapat pengh1tungan suara diberi kesempatan untuk
mendokumentasikan formulir:
a. MODEL C.HASJL-KWK-GUBERNUR;
b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL- KWK­

WAUKOTA;
c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMIUH TETAP-KWK, MODEL

C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL

C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN- KWK setelah
ditandatangani oleh KPPS; dan/atau

d salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pem!lih Pindahan. 
(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa foto dan/atau video. "

B. TIDAK BENAR DAN BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG
MENYATAKAN KPPS (TERMOHON} TIDAK MENJAGA DAN
MENGAMANKAN KEUTUHAN KOTAK SUARA SESUAI PROSEDUR
SEHINGGA KOTAK SUARA MENJADI DIRAGUKAN KEABSAHANNYA

19. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON dalam poin 35- 46
halaman 15 s/d halaman 20 yang pada intinya menyatakan tidak
adanya C.HASIL-KWKBUPATI dalam kotak suara mengakibatkan
keabsahan dari kotak suara diragukan sehingga perlu untuk dilakukan
pemungutan suara ulang di 12 TPS tersebut;

20. Bahwa terkait akan hal yang dipersoalkan oleh PEMOHON merupakan
suatu hal yang terjadi dikarenakan kendala dilapangan yang
menyebabkan C salinan HASIL-KWKBUPATI tidak dimasukkan dalam
kotak suara;

21. Bahwa terkait hal tersebut diatas terjadi dikarenakan daerah TPS 01

Kampung Mawar yang dituduhkan oleh PEMOHON pada kelurahan­
kelurahan a quo belum mendapatkan aliran listrik yang memadai untuk
adanya sebuah mesin fotocopy, sehingga untuk menyalin hasil dari
C.HASIL-KWKBUPATI harus di fotocopy di kota yang mana
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ke kota dan Kembali ke
TPS lagi;

22. Bahwa terkait hasil dari suara pada TPS yang dituduhkan PEMOHON
setelah dihitung tidak ada perbedaan data atau perolehan suara antara
C.HASIL-KWKBUPATI dengan C Salinan HASIL-KWKBUPATI sehingga
tidak berdasar dan beralasan hukum dalil dari PEMOHON yang
menyatakan tidak adanya C.HASIL-KWKBUPATI dalam kotak suara
mengakibatkan keabsahan dari kotak suara diragukan sehingga perlu
untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 12 TPS tersebut;
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pasca pemungutan suara di TPS 01 Kampung Bisa, Distrik Patipi 

namun langsung diserahkan kepada ketua PPD Distrik Teluk Patipi. 

Bahwa atas dalil tersebut di atas dengan jumlah suara sah 
dan tidak sah sebesar 61 suara serta jumlah suara sah 
sebesar 61 suara, tidak ada perubahan dengan perolehan 
suara masing-masing, pasangan calon 01 Untung Tamsil, 
S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., MM. sejumlah 28
suara sah, dan pasangan calon 02 Samaun Dahlan, S.sos.,
M.AP. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T. sejumlah 33
suara sah.

Hal tersebut dibuktikan dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan 

Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Kampung Bisa, Distrik Teluk 
Patipi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 
pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide Bukti PT-34) 

- Video pengakuan Termohon di tingkat Pelno PPd tentang Salinan C
Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukan kedalam kotak suara
pasca pemungutan suara di TPS 01 Kampung Patipati Pulau,
Distrik Patipati namun langsung diserahkan kepada ketua PPD Distrik
Teluk Patipi.

Bahwa atas dalil tersebut di atas dengan jumlah suara sah 
dan tidak sah sebesar 130 suara serta jumlah suara sah 
sebesar 127 suara, tidak ada perubahan dengan perolehan 
suara masing-masing, pasangan calon 01 Untung Tamsil, 
S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., MM. sejumlah 61
suara sah, dan pasangan calon 02 Samaun Dahlan, S.sos.,
M.AP. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M. T. sejumlah 66
suara sah.

Hal tersebut dibuktikan dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan 
Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Kampung Patipi Pulau, 
Distrik Teluk Patipi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide 
Bukti PT-35) 

24. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat
diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang

mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau
penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

25. Bahwa pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib
diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS
terbukti terdapat keadaan : a. Pembukaan kotak dan/atau berkas
pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara
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sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan 
pemungutan suara di TPS 01 kelurahan Kampung GAR untuk tujuan 
pemungutan suara ulang; 

40. Bahwa dalil dari PEMOHON a quo tidak benar, mengada-ngada dan tidak
beralasan hukum dimana PEMOHON Jenap Patipi dan Muhni Bauw
sebagai nama pemilih yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan
mewakili siapa dan tidak menjelaskan memilih pasangan calon siapa?
Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK
TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan 2 suara adalah sebagai
bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan
suara di TPS 01 kelurahan Kampung Patipi Pulau untuk tujuan
pemungutan suara ulang;

41. Bahwa dalil dari PEMOHON a quotidak benar, mengada-ngada dan tidak
beralasan hukum dimana PEMOHON Safia Rumain sebagai nama pemilih
yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak
menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau
pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat
bahwa pencoblosan 1 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk
mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 01 kelurahan
Dulan Pokpok untuk tujuan pemungutan suara ulang;

42. Bahwa dalil dari PEMOHON a quo tidak benar, mengada-ngada dan tidak
beralasan hukum dimana PEMOHON Hariyani sebagai nama pemilih yang
diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak
menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau
pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat

bahwa pencoblosan 4 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk
mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 04 kelurahan

Wagom Utara untuk tujuan pemungutan suara ulang;

43. Bahwa 14 suara yang didalilkan PEMOHON sebagai suara yang tidak sah
tidak signifikan untuk mengubah perbedaan perolehan suara antara
PEMOHON yang jumlahnya 20.818 suara dengan PIHAK TERKAIT yang
jumlahnya 24.775 suara dengan kata lain walaupun 4 suara dituduhkan
diberikan kepada pihak terkait maka perolehan suara PIHAK TERKAIT

menjadi 24.775-14 =24.761 suara, tetap saja lebih tinggi dibandingkan
suara PEMOHON;

44. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil yang menyatakan ada
14 surat suara yang tidak sah tidak secara signifikan merubah perolehan
suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sehinggga permohonan
PEMOHON untuk pemungutan suara ulang tidak beralasan dan tidak
berdasar secara hukum;

45. Bahwa dalil dan tuduhan adanya pencoblosan suara di wakili tidak benar
karena saat pemungutan dan perhitungan suara di hadiri ileh saksi baik
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Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Ca/on Peserta 
Pemilian Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024. 

KESATU: 
Pasangan Ca/on atas nama Untung Tamsil S.Sos./ M.Si. (Ca/on Bupati) 
dan Yohana Dina Hindom/ SE/ MM. (Ca/on Wakil Bupati) dinatakan 
dibatalkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak 
Tahun 2024. 

KEDUA: 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak 
Nomor 1720 tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 
diubah dalam Keputusan ini. // 
(vide Bukti PT-4) 

82. Bahwa dengan demikian, diskualifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON
kepada PEMOHON telah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak yang didasarkan pada pelanggaran­
pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh PEMOHON serta
sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
menjadi Undang-Undang, yang menyatakan

"(5) Dalam ha/ Gubernur atau Wakil Gubernw; Bupati atau Wakil Bupatl 
dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3 )✓ petahana tersebut 
dikenai sanksi pembatalan sebagai ca/on oleh KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota// 

83. Bahwa Keputusan TERMOHON yang mendiskualifikasi PEMOHON
sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024,
dapat diajukan keberatan di Mahkamah Agung dan hal tersebut
dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana register Perkara Nomor
2P/PAP/2024;

84. Bahwa pada saat Mahkamah Agung melakukan proses pemeriksaan
perkara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat justru
mengeluarkan Keputusan Nomor : 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 tahun
2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilian Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun
2024, pada tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya :

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak 
Nomor 2668 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi 
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